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ABSTRAK 

ACHMAD FARHAN DIMAS DELANO SANDENAYA (B011181418) 
dengan judul “Analisis Terhadap Perjanjian Penyesuaian Batas antara 
Flight Information Region Jakarta dan Singapura dalam Perspektif 
Hukum Internasional” Di bawah bimbingan oleh Syamsuddin 
Muhammad Noor sebagai Pembimbing Pertama dan Tri Fenny Widayanti 
sebagai Pembimbing Pendamping. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perjanjian Penyesuaian Batas 
antara Flight Information Region Jakarta dan Singapura dalam Perspektif 
Hukum Internasional 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, 
Perjanjian Flight Information Region (FIR) Jakarta dan Singapura 1995 dan 
Konvensi Chicago 1944 Tentang Penerbangan Sipil Internasional. Bahan 
hukum sekunder, yaitu hasil penelitian terdahulu dan literatur yang 
berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu sumber dari 
internet yang terpercaya. Bahan hukum kemudian dianalisis sehingga 
mendapatkan gambaran yang sistematis dan kemudian disatukan menjadi 
kalimat yang logis dan sederhana disertai dengan penjelasan 

Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian Penyesuaian Batas antara Flight 
Information Region Jakarta dan Singapura merupakan kategori perjanjian 
bilateral yang bersifat khusus dan perjanjian ini tunduk terhadap ketentuan-
ketentuan internasional yakni terhadap Perjanjian Penerbangan 
Internasional. Terdapat beberapa keuntungan apabila FIR di wilayah 
Kepulauan Riau dan Natuna. 

 

Kata Kunci : Flight Information Region, Hukum Udara, Perjanjian 
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ABSTRACT 

ACHMAD FARHAN DIMAS DELANO SANDENAYA (B011181418) with 
the title "Analysis of the Boundary Adjustment Agreement between 
Flight Information Region Jakarta and Singapore in the Perspective of 
International Law" Under the guidance of Syamsuddin Muhammad Noor 
as the First Supervisor and Tri Fenny Widayanti as the Co-Supervisor. 

This research aims to analyze the Boundary Adjustment Agreement 
between Flight Information Region Jakarta and Singapore in the 
Perspective of International Law. 

The type of research used by the author is normative legal research with a 
statutory approach related to the research. The legal materials used consist 
of primary legal materials, the 1995 Jakarta and Singapore Flight 
Information Region (FIR)  Agreement and the 1944 Chicago Convention on 
International Civil Aviation. Secondary legal materials, namely the results of 
previous research and literature related to the research. Tertiary legal 
materials, namely sources from the trusted internet. Legal materials are 
then analyzed so as to get a systematic picture and then put together into a 
logical and simple sentence accompanied by an explanation. 

The result of this research is that the Boundary Adjustment Agreement 
between Flight Information Region Jakarta and Singapore is a special 
bilateral agreement category and this agreement is subject to international 
provisions, namely the International Aviation Agreement. There are several 
advantages if the FIR in the Riau Islands and Natuna region. 

 

Kata Kunci : Agreement, Air Law, Flight Information Region,  
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 BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Negara berdaulat memiliki sistem pemerintahan sendiri tanpa 

campur tangan pihak luar. Negara mengatur rakyat dan wilayahnya 

dengan sistem pemerintahan yang ada. Negara berdaulat yang 

memiliki kekuasaan tertinggi dapat dipahami sebagai tidak 

terpengaruh oleh kekuatan negara lain, bebas dalam arti luas baik 

secara internal maupun eksternal. Negara dibentuk berdasarkan 

beberapa faktor untuk memenuhi syarat menjadi negara.  

Syarat berdirinya suatu negara terbagi menjadi empat faktor, 

yakni: Pertama, negara tersebut harus memiliki wilayah yang tetap. 

Wilayah merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dan 

penting dalam pembentukan suatu bangsa. Suatu negara tanpa 

wilayah tidak dapat dikatakan sebagai negara karena tidak 

mempunyai tempat untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan 

dan tempat seluruh rakyatnya. Wilayah yang dianggap sebagai bagian 

dari pembentukan suatu negara adalah wilayah daratan, meskipun 

ada wilayah lain yang meliputi wilayah laut dan wilayah udara.  

Syarat kedua berdirinya suatu negara adalah berpenduduk 

atau orang-orang yang tetap, menurut Boer Mauna penduduk adalah 

sekelompok orang yang meliputi kedua jenis kelamin 
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tanpamembedakan suku, bahasa, agama dan ras hidup dalam 

Masyarakat yang terikat dalam suatu negara dalam bentuk 

kewarganegaraan.1  

Syarat ketiga adalah memiliki sistem pemerintahan yang 

berdaulat. Sistem pemerintahan yang dibentuk oleh suatu negara 

sangat penting dalam dunia internasional karena menunjukkan 

eksistensi dan keberadaan negara tersebut. Adanya pemerintahan 

yang efektif sangat penting karena dunia internasional akan 

memaksakan sendiri hak dan kewajiban internasional suatu negara. 

Syarat terakhir untuk membentuk suatu bangsa adalah mampu 

menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara lain.2 

Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan baik di wilayah 

darat, wilayah laut maupun wilayah udara. Kegiatan tertentu dilakukan 

di wilayah suatu negara yang memelihara hubungan atau kerja sama 

dengan negara lain berdasarkan salah satu syarat terbentuknya suatu 

negara, yaitu mampu menjalin hubungan atau kerjasama dengan 

negara lain, beroperasi di wilayah suatu negara atau sendirian. 

berkoordinasi dengan negara pemilik wilayah.  

                                                           
1 Pengertian penduduk menurut Boer Mauna adalah kumpulan individu-individu 

yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, Bahasa, agama dan 
kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu 
negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk 
kewarganegaraan. 

2 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional 

Kontemporer, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.105-108 
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Salah satu kegiatan yang dilakukan di wilayah udara adalah 

lalu lintas udara yang dilakukan oleh berbagai jenis pesawat baik 

komersial maupun militer. Aktivitas di wilayah udara suatu negara 

ketika dilalui oleh lalu lintas udara dari negara tersebut adalah hal yang 

wajar dan tidak menimbulkan masalah, namun akan berbeda ketika 

pesawat dari negara lain melintas atau terbang di atas wilayah udara 

negara lain. Hal ini bisa menjadi dugaan yang beragam seperti hanya 

lalu lintas di atas suatu negara atau bahkan dapat dilihat sebagai 

ancaman bagi suatu negara.  

Wilayah udara suatu negara yang dilalui oleh pesawat negara 

lain dapat dilakukan berbagai tindakan penanggulangan untuk 

menjaga kedaulatan negara tersebut, salah satu tindakan 

penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

penyerangan terhadap pesawat. Atas dasar itu, untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan yang berdampak paling buruk seperti 

hilangnya nyawa manusia atau menimbulkan perang antar negara, 

maka pesawat udara suatu negara yang ingin terbang di atas wilayah 

udara negara lain harus mendapat izin dari negara yang memiliki 

kekuasaan atas wilayah udara negara yang ingin Anda lewati. Untuk 

mengatasi jika suatu negara tidak mengizinkan pesawat negara lain 

terbang di atas wilayahnya, pesawat negara lain harus mencari rute 

alternatif.  
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Sesuai dengan ketentuan hukum internasional, antara lain 

Konvensi Paris Tahun 1919 tentang Ruang Udara, yang dengan jelas 

menyatakan bahwa suatu negara berdaulat penuh atas ruang udara 

di atas daratan dan laut teritorialnya hingga ketinggian yang tidak 

terbatas. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago Tahun 1944 tentang 

Penerbangan Sipil Internasional tahun 1944, setiap negara memiliki 

kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. 

Selain itu, Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap 

negara memiliki kedaulatan penuh, sempurna, dan eksklusif atas 

wilayah udara. Berdasarkan beberapa konvensi dan ketentuan yang 

telah disebutkan, jelas bahwa suatu negara memiliki kedaulatan 

penuh atas wilayah udaranya sehingga dapat memberikan respon 

yang cepat dan tegas jika ada negara lain yang melanggar kedaulatan 

wilayah udaranya. 3 

Kedaulatan penuh atas wilayah udara suatu negara berlaku 

untuk semua negara tanpa terkecuali. Sudah banyak reaksi suatu 

negara yang dilanggar wilayah udara negara lain, mulai dari pesawat 

yang berbalik arah, melakukan pendaratan darurat hingga 

penyerangan, bahkan melepaskan tembakan ke arah pesawat. Hal ini 

dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk respon untuk melindungi 

kedaulatannya di wilayah udara. 

                                                           
3 Ibid, hlm. 190 
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Wilayah udara Indonesia juga berulang kali dilanggar ketika 

pesawat negara lain masuk secara ilegal. Salah satu bentuk respon 

dari Indonesia adalah memaksa pesawat untuk mendarat. Oleh 

karena itu, menjadi penting bagi setiap negara apabila pesawat 

udaranya ingin melewati wilayah udara negara lain dengan memberi 

isyarat sendiri atau dengan meminta izin negara yang bersangkutan.  

Laporan yang dikeluarkan oleh satu negara yang memasuki 

wilayah udara negara lain segera ditanggapi oleh departemen ATC 

(Air Traffic Controller) masing-masing negara. Pesawat harus terbang 

dengan rute yang ditentukan oleh ATC dan tidak boleh terbang 

dengan rute lain kecuali diizinkan oleh ATC. Semua operasional 

penerbangan harus melakukan komunikasi dua arah dengan ATC, 

sehingga penerbangan menjadi aman.  

Flight Information Region (FIR) merupakan wilayah udara yang 

terdiri atas informasi penerbangan dan informasi layanan kesiagaan. 

Pengertian FIR berdasarkan Annex 11 to the Convention on 

Internasional Civil Aviation berisi Air Traffic Services terdiri dari Air 

Traffic Control Services, Flight Information Services, dan Alerting 

Services. FIR adalah bagian dari upaya pelayanan udara yang dilatih 

dan disiapkan untuk memberikan informasi dan saran yang 

komprehensif yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dan 

efisiensi lalu lintas udara. Air Traffic Control (ATC) merupakan tempat 

untuk melaksanakan layanan Flight Information Region (FIR) yang 
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dilakukan oleh petugas pemandu lalu lintas udara (Air Traffic 

Controller). Air Traffic Controller yang mengatur pergerakan pesawat 

yang terbang atau yang berada di daerah pergerakan di bandara 

seperti apron (tempat parker pesawat) dan taxiway (tempat peralihan 

dari runway ke apron atau sebaliknya).4 

Pada tahun 2022, Indonesia memperbaharui perjanjian dengan 

negara Singapura mengenai FIR (Flight Information Region) di sekitar 

kepulauan Riau dan Natuna sejak perjanjian tersebut diratifikasi pada 

tahun 1995. Hal tersebut dilakukan karena berdasarkan sejarah, 

wilayah udara di sekitar kepulauan Riau dan Natuna pada mulanya 

merupakan kawasan laut lepas dan menjadi bagian wilayah Indonesia 

berdasarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 wilayah maritim 

Indonesia, namun wilayah udara tersebut tetap berada di bawah 

penguasaan Negara Singapura. Hal itu dimungkinkan karena pada 

tahun 1946 ketika International Civil Aviation Organization (ICAO) 

menyatakan bahwa Indonesia tidak mampu mengatur lalu lintas udara 

di kawasan tersebut.  

Pernyataan ICAO tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa 

Indonesia baru saja merdeka. ICAO menyebut saat itu Indonesia 

sedang merintis di bidang penerbangan dan belum siap dalam hal 

infrastruktur. Saat Indonesia pertama kali merdeka, kondisi peralatan 

                                                           
4 Susanti, 2013, “Analisis Kebutuhan Petugas Air Traffic Controller (ATC) di Pusat 

Pengendalian Lalu Lintas Penerbangan Makassar”, penelitian bidang transportasi 
udara, badan litbang perhubungan, Jakarta, hlm. 121 
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dan sumber daya penerbangan Indonesia belum memadai sehingga 

pengelolaan FIR dilimpahkan ke Singapura. Dengan demikian, pada 

saat itu sebagian FIR Indonesia di Indonesia bagian barat berada di 

bawah yurisdiksi FIR Singapura, termasuk wilayah di sekitar 

Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Natuna. Dampak 

pengambilalihan pengelolaan FIR oleh Singapura adalah semua 

pesawat yang hendak melewati kawasan tersebut harus melapor ke 

Singapura, padahal kawasan tersebut merupakan bagian dari wilayah 

kedaulatan Republik Indonesia.  

Pendelegasian wilayah udara Kepualauan Riau dan Natuna 

kepada pemerintah Singapura didasari pada tandard 2.1 Annex 11 

Konvensi Chicago 1944 tentang Air Traffic Services bahwa: 

“Contracting States shall determine, in accordance with the 
provisions of this Annex and for the territories over which they 
have jurisdiction, those portions of the airspace and those 
aerodromes where air traffic services will be provided. They 
shall thereafter arrange for such services to be established and 
provided in accordance with the provisions of this Annex, 
except that, by mutual agreement, a State may delegate to 
another State the responsibility for establishing and providing 
air traffic services in flight information regions, control areas or 
control zones extending over the territories of the former” 

Ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam pendelegasian ruang 

udara kepada negara lain harus disertai dengan adanya suatu 

perjanjian. Negara yang mendelegasikan ruang udaranya maka 

negara tersebut sudah tidak bersangkutan dengan ruang udaranya, 

tidak mengesampingkan kedaulatan suatu negara. Negara lain yang 
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mengelola ruang udara yang didelegasikan hanya terkait masalah 

teknis dan operasional. 

Mantan Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) yaitu Chappy 

Hakim mengungkapkan bahwa penguasaan FIR oleh Singapura tidak 

hanya terkait masalah teknis dan operasional melainkan terdapat hal 

yang lebih dari itu. Menurut Chappy Hakim Singapura ingin menguasai 

wilayah ruang udara yang lebih luas untuk keperluan pelatihan 

angkatan udaranya, sehingga pesawat militer Singapura dapat 

dengen bebas memasuki wilayah Indonesia. Hal ini secara langsung 

akan berdampak pada kedaulatan negara Republik Indonesia. 

Chappy Hakim juga mengungkapkan bahwa bandara changi 

mendapatkan pusat lalu lintas udara dimana pengawasan dan 

pengaturan lalu lintas udara di area FIR dipusatkan serta bertugas 

untuk mengeluarkan izin take off dan landing di Batam dan Tanjung 

Pinang. Hal tersebut berdasarkan faktor ekonomi, ruang udara yang 

begitu luas merupakan sumber ekonomi yang luar biasa terutama jalur 

tersebut merupakan jalur lalu lintas tersibuk di dunia.  

Pernyataan Chappy Hakim dapat diperkuat dengan adanya 

pendapat dari Direktur Geospital Deputi BIN Marsekal Pertama TNI J 

Urip Utomo mengungkapkan bahwa pengaturan lalu lintas di wilayah 

Indonesia oleh Singapura akan berdampak pada pelemahan aspek 

pertahanan. Secara teritorial pendelegasian ruang udara kepada 

negara lain tidak mengurangi luas wilayah suatu negara tetapi akan 
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bersinggungan terhadap pelanggaran wilayah udara sehingga 

melemahkan aspek pertahanan.5 

Pemerintah Indonesia sudah lama ingin mengambil alih FIR di 

wilayah yang dikuasai Singapura. Saat itu pemerintah Indonesia 

banyak melakukan upaya untuk mengembalikan FIR hingga awal 

tahun 2022, pemerintah Indonesia memenangkan FIR untuk wilayah 

Kepulauan Riau dan Natuna. Pengembalian FIR di sekitar Kepulauan 

Riau dan Natuna kepada pemerintah Indonesia juga yang 

memperkuat status kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia kepada 

masyarakat internasional berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan 

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum 

laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982. 

Berbagai dampak dirasakan pemerintah Indonesia setelah 

mendapatkan FIR ini kembali salah satunya adalah dari segi militer, 

Indonesia tidak perlu lagi ada laporan dan meminta clearance ke 

Singapura dan juga hal ini berdampak pada pertahanan negara 

wilayah udara yang disebut Air Defence Identification Zone (ADIZ).6 

Pemerintah Indonesia mendapat tanggapan beragam saat 

penandatanganan perjanjian FIR dan penyesuaiannya di sekitar 

                                                           
5 Lutfi Yazid Lubis, 2016, “Pengaruh Pendelegasian Ruang Udaradi atas 

Kepulauan Riau Kepada Flight Information Region Singapura di Bidang Ekonomi 
dan Kedaulatan NKRI” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Pasundan, Bandung, hlm. 10-11 

6 Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kesepakatan Penyesuaian FIR Sudah 

DIpersiapkan dengan Matang dan Mendatangkan Manfaat Bagi Indonesia, 
www.dephub.go.id, http://dephub.go.id/post/read/kesepakatan-penyesuaian-fir-

sudah-dipersiapkan-dengan-matang-dan-mendatangkan-manfaat-bagi-Indonesia 
diakses pada 08 Oktober 2022 pukul 00.30 WITA 

http://dephub.go.id/post/read/kesepakatan-penyesuaian-fir-sudah-dipersiapkan-dengan-matang-dan-mendatangkan-manfaat-bagi-indonesia
http://dephub.go.id/post/read/kesepakatan-penyesuaian-fir-sudah-dipersiapkan-dengan-matang-dan-mendatangkan-manfaat-bagi-indonesia
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Kepulauan Riau dan Natuna. Salah satu tanggapan yang diterima 

adalah beberapa pihak sangat menyayangkan keputusan pemerintah 

Indonesia tersebut, karena pada kenyataannya FIR di sekitar 

Kepulauan Riau dan Natuna masih dioperasikan oleh Singapura, 

bahkan saat ini Indonesia sudah siap dan dapat beroperasi FIR. 

Memang secara keseluruhan pemerintah Indonesia telah kembali 

berdaulat penuh atas wilayah udara di sekitar Kepulauan Riau dan 

Natuna, namun masih menjadi perdebatan mengapa Singapura masih 

mengelola FIR di sekitar wilayah tersebut, dimana Indonesia kini 

mampu melakukannya. Reaksi masyarakat juga berbeda dan 

menganggap kesepakatan ini sama dengan ketentuan sebelumnya 

dan tidak berubah. 

Pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia Penerbangan 

No. 1 Tahun 2009 menegaskan bahwa wilayah udara Republik 

Indonesia yang diberi kewenangan pelayanan navigasi penerbangan 

untuk negara lain berdasarkan perjanjian harus diadakan evaluasi dan 

dilayani oleh lembaga penyelenggaraan pelayanan navigasi 

penerbangan paling lambat dalam waktu paling lama 15 tahun sejak 

undang-undang ini berlaku. Berdasarkan undang-undang ini, 

pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kembali perjanjian yang 

berkaitan dengan FIR dan pelayanan navigasi penerbangannya untuk 

negara lain. Pelayanan akan FIR diusahakan kembali sepenuhnya 

dan dikelola oleh pemerintah Indonesia dalam dua tahun ke depan 
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berdasarkan kesepakatan akhir yang ditandatangani pada tahun 1995 

sesuai ketentuan dari Pasal 458 tersebut. Namun pada kenyataannya, 

perjanjian yang baru menyatakan bahwa pihak pemerintah Singapura 

masih mendapat pendelegasian FIR di sekitar wilayah Kepulauan 

Natuna dan Riau yang akan berlaku selama 25 tahun ke depan. 7 Oleh 

karena itu, bagaimana kondisi perjanjian FIR Indonesia dan Singapura 

yang baru dari perspektif hukum internasional. Kondisi ini juga harus 

diketahui dari perspektif hukum internasional apakah dapat 

dilaksanakan atau bahkan melanggar ketentuan hukum internasional. 

Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional juga 

menetapkan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan yang lengkap 

dan eksklusif atas ruang udaranya, lalu bagaimana ketentuan 

perjanjian tersebut jika melihat kondisi negara Indonesia saat ini, serta 

apa dampak yang didapatkan oleh negara Indonesia ketika FIR 

wilayah sekitar Kepulauan Natuan dan Riau kembali ke Indonesia.  

                                                           
7 Pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perjanjian Penyesuaian Batas antara Flight Information 

Region Jakarta dan Singapura dalam Perspektif Hukum 

Internasional? 

2. Bagaimana dampak bagi Indonesia jika FIR (Flight Information 

Region) di sekitar wilayah Kepulauan Natuna dan Riau kembali ke 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui Perjanjian Penyesuaian Batas antara FIR 

(Flight Information Region) Jakarta dan Singapura ini dalam 

perspektif hukum internasional 

2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat yang didapatkan bagi 

Indonesia apabila FIR (Flight Information Region) di sekitar 

wilayah Kepulauan Natuna dan Riau diatur oleh Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini 

sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

perspektif baru terhadap topik yang dibahas dan juga dapat 

memperkaya pengetahuan khusus penelitian tentang hasil 

kesepakatan perjanjian internasional FIR antara Indonesia dan 

Singapura. . 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi 

yang maksimal dalam bidang ilmu pengetahuan, praktik hukum, 

pendidikan tinggi dan memberikan informasi terkait topik yang 

dipelajari kepada masyarakat. Selain itu, dapat juga dijadikan acuan 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu terkait perjanjian 

internasional FIR antara Indonesia dan Singapura. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat 

mengkaji penelitian ini, antara lain terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki tema yang mirip dengan proyek akhir ini : 

1. Skripsi berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight 

Information Region (FIR) Indonesia-Singapura di Kepulauan Natuna 

Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh 

Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang 

ditulis oleh Rahayu Saraswati Herlambang, Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pada Tahun 2016. 

Penelitian ini membahas tentang perjanjian FIR (Flight Information 

Region) Indonesia-Singapura di Kepulauan Natuna ditinjau dari 
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aspek yuridis Konvensi Chicago Tahun 1944. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa perjanjian FIR telah berlandaskan pada 

Konvensi Chicago 1944 Chapter IV Measures to Facilitate Air 

Navigation on Article 22 Facilitation of formalities. Konvensi Chicago 

1944 memberikan dasar hukum yang kuat terhadap perjanjian FIR. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat perbedaan objek yang 

diteliti meskipun secara garis besar topik pembahasannya sama 

yaitu tentang Flight Information Region (FIR). Penelitian di atas 

menjatuhkan titik fokusnya pada tinjauan yuridis Perjanjian Flight 

Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna 

dengan Konvensi Chicago Tahun 1944, sedangkan penulis 

membahas Perjanjian terbaru Flight Information Region (FIR) 

Indonesia-Singapura tahun 2022 dalam perspektif hukum 

internasional. 

2. Skripsi Berjudul “Flight Information Region (FIR) Singapura Dan 

Dampaknya Terhadap Kedaulatan Dan Keamanan Indonesia” yang 

Ditulis oleh Muhammad Fitrah Zulkarnain, Mahasiswa Ilmu 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Hasanuddin Pada Tahun 2018. Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana keberadaan Perjanjian Flight Information Region 

(FIR) Singapura berpengaruh terhadap kedaulatan dan keamanan 

Indonesia. Hasil Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa 

pengambil alihan FIR Singapura di wilayah Indonesia mempengaruhi 
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kedaulatan dan keamanan negara Indonesia. Penelitian ini juga 

menjelaskan bahwa kurangnya pengelolaan teknis terhadap FIR dan 

kelengkapan kekuatan militer Indonesia belum memadai. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat perbedaan objek yang 

diteliti meskipun secara garis besar topik pembahasannya sama 

yaitu tentang Flight Information Region (FIR). Penulis membahas 

bagaimana dampak jika Flight Information Region (FIR) yang dikuasi 

oleh Singapura kembali ke pihak Indonesia. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

deskriptif dengan fokus pada penelitian normatif. Hakikat penelitian 

deskriptif adalah kajian yang mendetail tentang fenomena yang ada. 

Penelitian deskriptif berfokus pada fenomena yang ada melalui proses 

pengumpulan data yang lebih komprehensif. Melalui data deskriptif, 

penulis dapat menemukan mengapa, apa, dan bagaimana peristiwa 

atau fenomena itu terjadi. 8 

Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian normatif 

dipahami sebagai penelitian yang mengkaji suatu standar atau 

ketentuan yang berlaku. Penelitian normatif juga dapat dikatakan 

sebagai penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pustaka pustaka 

                                                           
8 Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan 

Artikel, Cetakan Keempat, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 38  
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atau data sekunder.9 Penelitian normatif sering juga disebut penelitian 

doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya langsung tertuju pada 

naskah-naskah sub-hukum dan kelembagaan, baik dari segi hirarki 

maupun hubungan harmonis antara hukum dan dokumen hukum. Oleh 

karena itu, penelitian ini mengkaji perjanjian internasional yang berlaku 

dan dokumen-dokumen yang terkait langsung maupun tidak langsung 

dengan permasalahan hukum yang menjadi pokok penelitian penulis.10 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah 

Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini. Pendekatan 

perundang-undangan ditempuh dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan hal yang bersangkutan. 

Hukum berlaku untuk setiap ketentuan atau keputusan yang 

mengikat.11 

Penulis juga menggunakan Pendekatan penelitian yang 

mempertimbangkan asas hukum dan doktrin hukum dengan hukum 

positif, serta hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini 

digunakan untuk melihat perjanjian FIR Indonesia dan Singapura dari 

perspektif hukum internasional.12 

                                                           
9 Ibid, hlm. 42 
10 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram, 

Mataram    University Press, hlm. 29 
11 Irwansyah, Op. Cit, hlm. 133 
12 Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian 

Hukum”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, Nomor 
3 Maret 2006, hlm. 92 
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3. Jenis dan sumber bahan 

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif 

yang memiliki kekuatan otoritas. Bahan hukum primer yang 

bersifat mengikat yang mengakibatkan orang taat terhadap 

hukum yang berlaku seperti peraturanpperundang-undangan, 

putusan pengadilan, dan dokumen kenegaraan. Adapun bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:  

1) Agreement between Government of the Republic of Singapura 

on the Realignment of the Boundary Between the Singapure 

Flight Information Region and the Jakarta Flight Information 

Region 

2) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 Tentang 

Pengesahan Agreement between Government of the Republic 

of Singapura on the Realignment of the Boundary Between 

the Singapure Flight Information Region and the Jakarta Flight 

Information Region 

3) Konvensi Paris 1919 tentang Wilayah Udara 

4) Konvensi Chicago 1944 Tentang Penerbangan Sipil 

Internasional 

5) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982  
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6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan 

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 

Tentang Penerbangan 

8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 

Tentang Perjanjian Internasional 

9) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 11 Tahun 2022 Tentang Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 173 Tentang Penyelenggaraan 

Perencanaan Prosedur Penerbangan  

10) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 55 Tahun 2016 Tentang Tatanan Navigasi Penerbangan 

Nasional  

11)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

12)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 

Tanggal 14 November 2008 tentang Wilayah Negara 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan 

mengenai bahan hukum primer sehingga dari penjelasan 

tersebut dapat dilakukan penelitian dan pemahaman yang lebih 

mendalam. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, 

jurnal/artikel, dan sumber-sumber lainnya 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi 

pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dengan memberikan penjelasan atas bahan hukum tersebut. 

Adapun bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedia dan 

lainnya.13 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

adalah metode survey book atau library research atau yang lebih 

dikenal pula dengan sebutan studikkepustakaan. Metode ini 

dilakukan dengan membaca buku atau dokumen yang berkaitan 

dengan makalah penelitian dan mendeskripsikannya dalam 

penelitian. Hasil membaca buku atau literatur akan menghasilkan 

bahan pustaka berupa bahan primer dan sekunder. Bahan pustaka 

primer adalah dokumen perpustakaan yang berisi pengetahuan 

terkini yang diperoleh dari buku, laporan penelitian, jurnal, tesis atau 

disertasi, dan lain-lain. Dokumen perpustakaan sekunder adalah 

dokumen yang berisi informasi tambahan dari dokumen 

perpustakaan primer yang diperoleh melalui abstrak, indeks, 

bibliografi, publikasi pemerintah, dll. Dari data yang telah didapatkan 

                                                           
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, Penelitian Hukum Normatif, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 33 
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tersebut maka akan digunakan untuk menganalisis tentang 

perjanjian internasional FIR Indonesia dan Singapura.14 

5. Analisis Data 

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode 

penelitian hukum normatif sehingga dalam hal ini menggunakan 

metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif apabila 

dilihat dari berbagai kepustakaan maka data yang digunakanjbukan 

merupakan angka dan sukar untuk dihitung. Metode analisis data 

kualitatif ini juga mendapatkan datanya melalui bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier yang tentu saja berhubungan dengan penelitian 

ini. Hasil dari data yang telah diolah secara deskriptif kualitatif akan 

diinterpretasikan dan dijelaskan dengan tahapan penglompokan 

data, penjelasan dan penyajian hasil analisis sehingga dapat 

menghasilkan kesimpulan akhir yang memuat jawaban dari 

permasalahan hasil penelitian.15  

                                                           
14 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Cetakan Keempat, 

Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 50 
15 Ibid, hlm. 77 

 


